LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2008 NOMOR 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 4 TAHUN 2008 ‘

TENTANG
ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN KERINCI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KERINCI,

Menimbang :

a.

bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan optimalisasi pelayanan
kepada masyarakat diperlukan organisasi perangkat daerah yang proforsional, efeksian dan
efektif serta tetap mempertimbangkan kewenangan, karekteristik, potensz dan kebutuhan
daerah;

bahwa der gan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi ’erangkat Daerah, Dinas Daerah Kabupaten Kerinci yang diatur dalam Peraturan
Daerah No:1or 2 Tahun 2004 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu
diganti;

bahwa berdlasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu
membentul . Peraturan Daerah tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kerinci;

Mengingat :

: &

Undang-Uniang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat
Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nemor 12 Tahun 1956
tentang Pe nbentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra
Tingkat I S matera Tengah sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 195 Nomor 108, Tambahan Lembaran Neqara Republik Indonesia Nomor 1643);

Undang-Un ‘ang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undaiigan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Lembaran Nega;a Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dazrah (Leimbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimaria telah diubah dengan Undang-!.ndang Nomor 8
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daersh menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1535);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 fentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan
dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

Peraturan | emerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil
Dalam Jab: tan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018); sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Ates Peraturan



Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam
Jabatan S-ruktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33,
Tambahan _embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara
Republik Inonesia Nomor 4702);

Peraturan i’emerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pen erintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Rejublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Momor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara
Republik Injonesia Nomor 4741);

Dengan Persetujuan Bersama

DE NAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KERINCI
dan
BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERATURAN D..ERAH TENTANG ORGANISASI DINAS DAERAH KABUPATEN KERINCI

BAB 1 \
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturar. Daerah ini yang dimaksud dengan :

S h W=

10.

Gubernur adalah Gubernur Jambi.

Daerah adalah Kabupaten Kerinci .

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kerinci.
Bupati adalah Bupati Kerinci .

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan
pemerintat an daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah,
lembaga te <nis daerah, kecamatan dan kelurahan.

Dinas adal 1h unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan
daerah ber iasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Unit Pelaks ina Teknis Cinas adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas daerah.

Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan
kewenangz n secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya, diluar
jabatan str ictural. ,

Eselon ada ah tingkatan jabatan struktural .

BAB I1
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

(1) Dengan Pe aturan Daerah ini dibentuk Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kerinci.



(2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumiah 15 (lima belas), yang
terdiri dari:
Dinas Pendidikan;
Dinas ¥ esshatan;
Dinas - ssial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Infomatika;
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
Dinas Pekerjaan Umum;
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
Dinas F erindustrian, Perdagangan dan Energi & Sumber Daya Mineral;
Dinas F ertanian dan Tanaman Pangan;
Dinas F eternakan dan Perikanan;
Dinas I' ehutanan dan Perkebunan;
. Dinas F endapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset;
Dinas k ebersihan, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran; dan
Dinas F emuda dan Olah Raga;

eP3 AT TFTampan oo

Bagian Kesatu
Dinas Pendidikan
Pasal 3

Dinas Pendidika: sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari 1 (satu)
Sekretariat, 4 (e ‘pat) Bidang yaitu:
a. Sekretariat membawahi :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan

3. Subbagian Keuangan.

b. Bidang Pendidikan TK dan SD, membawahi :
1. Seksi Kesiswaan dan Kurikulum TK/SD;
2. Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik TK /SD; dan
3. Seksi Sarana dan Prasarana TK/SD

Cc. Bidang Pembinaan SiP, membawahi :
1. Seksi Kesiswaan dan Kurikulum SMP;
2. Seksi Pembinaan Tenaga Pendidik SMP; dan
3. Seksi Sarana dan Prasarana SMP.

d Hdang Per Ginaan SLTA, membawahi :
1 Seks ¥ siswaan dan Kuriulum SLTA;
1. Sss Fambinaan Tenaga Pendidik SLTA; dan
3 Sehs S wera dan Presarana SLTA

e |[Bdang Per ddikan Luar Sekoiah, membawahi :
1 Skl Pndidikan Masyarakat;
1 Seksi P andidikan Kesetaraan; dan
3. Seksi PWD Non Formal.



' Bagian Keduu
Dinas Kesehatan
Pasal 4

Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terditi dari 1 (satu)
Sekretariat, 4 (empat) Bidang yaitu:
a. Sekretariat, membawahi :

1. Subagian Umum dan Kepegawaian;

2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan

3. Subbagian Keuangan.

b. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi, membawahi :
1. Seksi Upaya Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan dan Laboratorium;
2. Seksi Farmakmin dan Alat Kesehatan; dan
3. Seksi Pelayanan Kesehatan Swasta.

c.  Bidang Pen-egahan Penyakit Menular (P2M), membawahi :
1. Seksi P :ngamatan Penyakit dan Imunisasi;
2. Seksi Pi:ncegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular Langsung (P2ML); dan
3. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang (P2B2].

d. Bidang Pen rehatan Lingkungan dan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, membawahi:
1. Seksi Pcnyehatan Lingkungan;
2. Seksi Prnyuluhan Kesehatan Masyarakat; dan

3. Seksi P:ngawasan Tempat-tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM),
dan Ter 1pat. Penyimpanan Pengamanan Pestisida (TP3).

e. Bidang Kes:hatan Keluarga dan Gizi, membawabhi:
1. Seksi Ki sehatan Keluarga;
2. Seksi G gi; dan
3. Seksi K sehatan Institusi.

Bagian Ketiga
Dinas Sosial, Tenaga Ketrja dan Transmigrasi
Pasal 5

Dinas Sosial, Te 'aga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2
huruf c terdiri de i 1 (satu) Sekretariat, 4 (empat) Bidang yaitu:
a. Sekretariat membawahi :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian,

2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan

3. Subbagian Keuangan.

b. Bidang Keszjahteraan dan Bantuan Sosial, membawahi :
1. Seksi F mberdayaan Kelembagaan Sosial dan Jamsos;
2. Seksi B.ntuan Sosial Korban Bencana dan Korban Tindak Kekerasan; dan
3. Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Fakir Miskin.

c. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi :
1. Seksi Pelayanan Perlindungan Anak dan Lansia;
2. Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Korban Napza dan Tuna Sosial;
3. Seksi Prlayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat.



d. Bidang Ket :nagakerjaan dan Pengawasan Tenaga Kerja, membawahi:
1. Seksi Pi:ndataan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial;
2. Seksi 'enempatan Tenaga Kerja, Jamsosnaker dan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja (k 3); dan
3. Seksi Prngawasan, Peningkatan Produktifitas dan Pelatihan Tenaga Kerja.

e. Bidang Tra ismigrasi, membawahi :
1. Seksi P 'nyiapan Areal;
2. Seksi P :nempatan Transmigrasi; dan
3. Seksi P ‘mbinaan Transmigrasi.

Bagian Keempat
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Pasal 6

Dinas Perhubun: an, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
huruf d terdiri dari 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Bidang yaitu:

a. Sekretariat, membawahi:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pclaporan; dan
3. Subbac an Keuangan.

b. Bidang Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan, membawahi :
1. Seksi Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas;
2. Seksi Angkutan Orang dan Barang; dan
3. Seksi Pengendalian dan Operasi.

c. Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi, membawahi:
1. Seksi T >rminal dan Parkir;
2. Seksi K :ndaraan dan Perbengkelan; dan
3. Seksi P :mbinaan Keselamatan Transportasi.

d. Bidang Pos Telekomunikasi dan Informatika, membawzhi:
1. Seksi P :ngembangan Pos dan Telekomunikasi;
2. Seksi P :mberdayaan Teknologi Informatika; dan
3. Seksi K :lembagaan Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kelima
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
Pasal 7

Dinas Kependud kan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e
terdiri dari 1 (sa' 1) Sekretariat, 3 (tiga) Bidang yaitu:

a. Sekretariat, membawahi :
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
3. Subbagian Keuangan.

b. Bidang Kependudukan, membawahi :
1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan Penduduk;
2. Seksi Pelayanan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
3. Seksi Mutasi Penduduk.



c.  Bidang Pencatatan Sipil, membawahi :
1. Seksi Pencatatan Akia;
2. Seksi Pelayanan Akta; dan
3. Seksi Penataan Kearsipan Dokumen Administrasi Kependudukan.

d. Bidang Pen atatan dan Pelaporan, membawahi :
1. Seksi P« rkembangan dan Perencanaan Penduduk;
2. Seksi A: vokasi dan Informasi Penduduk;
3. Seksi M nev dan Wasdal.

Bagian Keenam
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Pasal 8

Dinas Kebudayaiin dan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) f terdiri
dari 1 (satu) Sel retariat, 3 (tiga) Bidang yaitu:
a. Sekretariat, membawahi :
“ 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbag. .n Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
3. Subbag .1 Keuangan.

b. Bidang Pengembangan Sarana dan Daya Tarik Wisata, membawahi:
1. Seksi Usaha Jasa Wisata;
2. Seksi Objek dan Kawasan Wisata; can
3. Seksi Pertunjukan dan Hiburan Umum.

¢. Bidang Pemasaran dan Penyuluhan, membawahi :
1. Seksi Analisa Promosi dan Pemasaran Pariwisata;
2. Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Masyarakat; dan
3. Seksi Bahan dan Distribusi.

d. Bidang Seni, Budaya dan Kepurbakalaan, Membawahi:
1. Seksi Pembinaan dan Pagelaran Seni Budaya;
2. Seksi Wisata Minat Khusus; dan
3. Seksi N'ai Budaya, Sejarah & Kepurkalaan,

Bagian Ketujuh
Dinas Pekerjaan Umum
Pasal 9

Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g terdiri
dari 1 (satu) Sel retariat, 4 (empat) Bidang yaitu:
a. Sekretariat, membawahi :

1. Subbag an Umum dan Kepegawaian;

2. Subbag an Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan

3. Subbag an Keuangan.

b. Bidang Per gendalian dan Tata Ruang, membawahi :
1. Seksi P« rencanaan Tata Ruang dan Perkotaan;
2. Seksi P- ngendalian Tata Ruang dan Perkotaan; dan
3. Seksi | >ralatan, Perbekalan dan Tanggap Darurat



¢. Bidang Sumber Daya Air, membawahi :
1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
2. Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Sumber Daya Air; dan
3. Seksi Operasional dan Pemeliharaan.

d. Bidang Bina Marga, membawahi :
1. Seksi Perencanaan Bina Marga;
2. Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Biria Marga; dan
3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.

e. Bidang Cip a Karya, membawahi :
1. Seksi Pirrencanaan Cipta Karya,
2. Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Cipta Karya; dan
3. Seksi C serasional dan Pemeliharaan Cipta Karya.

Bagian Kedelapan
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
Pasal 10

Dinas Koperasi lan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagaimana dimaksud dalain
Pasal 2 ayat (2) wruf h terdiri dari 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Bidang yaitu:
a. Sekretariat membawahi :

1. Subbac an Umum dan Kepegawaian;

2. Subbac an Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan

3. Subbac an Keuangan.

b. Bidang Ko; srasi, membawahi :
1. Seksi K lembagaan Koperasi;
2. Seksi U saha Koperasi; dan
3. Seksi F :ndataan Koperasi.

¢.  Bidang Usana Mikro Kecil dan Menengah, membawahi :
1. Seksi Kelembagaan UMKM;
2. Seksi Usaha dan Kemitraan; dan
3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia UMKM.

d. Bidang Fa: itasi Pembiayaan dan Permodalan, membawahi:
1. Seksi F..mbiayaan dan Permodalan Koperasi; dan
2. Seksi Pembiayaan dan Permodalan Non Koperasi;

Bagian Kesembilan

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 11

Dinas Perindustr an, Perdagangan dan Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 av at (2) huruf i terdiri dari 1 (satu) Sekretariat, 5 (lima) Bidang yaitu:

a. Sekretariat membawahi :
1. Subbag an Umum dan Kepegawaian;
2. Subbag an Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
3. Subbag an Keuangan.



Bidang Pe :gembangan Industri Logam, Mesin, Kimia dan Aneka, membawahi :
1. Seksi S rrana Industri;

2. Seksi U ;aha Industri; dan

3. Seksi E mbingan Produksi.

Bidang Per jembangan Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan, membawahi :
1. Seksi S rrana Industri;

2. Seksi U saha Industri; dan

3. Seksi Bimbingan Produksi.

Bidang Pengembangan Perdagangan, membawahi :
1. Seksi Pengadaan dan Penyaluran;

2. Seksi P omosi dan Pemasaran; dan

3. SeksiF rlindungan Konsumen dan Metrologi.

Bidang Pengelolaan Pasar, membawahi :

1. Seksi Pengaturan Pasar;

2. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar; dan

3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pedagang.

Bidang Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, membawahi:
1. Seksi Ir ventarisasi dan Pemetaan;

2. Seksi P :rtambangan; dan

3. Seksi E 1ergi, Migas dan Kelistrikan.

Bagian Kesepuluh
Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan
Pasal 12

Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan sebagaimana dirmaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j
terdiri dari 1 (sat 1) Sekretariat, 4 (empat) Bidang yaitu:

al

Sekretariat membawahi :

1. Subbag an Umum dan Kepegawaian;

2. Subbag an Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
3. Subbag an Keuangan.

Bidang Tanaman Pangan, membawahi :

1. Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan;

2. Seksi Pengembangan Komoditi dan Perluasana Areal; dan
3. Seksi Sarana, Prasarana dan Perlintan.

Bidang Tanaman Holtikultura, membawahi :

1. Seksi Bina Produksi Holtikultura;

2. Seksi Pengembangan Komoditi dan Perluasan Areal;
3. Seksi Sarana, Prasarana dan Perlintan.

Bidang Agribisnis, membawahi :

1. Seksi Bimbingan Usaha;

2. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil; dan
3. Seksi Pcmasaran Hasil.



¢.  Bidang Per indungan Hutan dan Bina Usaha Kehutanan, membawahi:
1. Seksi P :ngamanan Hutan, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
2. Seksi B na Produksi dan Tertib Usaha Kehutanan; dan
3. Seksi P::nataan, Pemetaan dan Inventarisasi Hutan.

d. Bidang Tar aman Perkebunan, membawahi:
1. Seksi B na Produksl Tanaman Perkebunan;
2. Seksi P:ngembangan Komoditi dan Pemasaran Hasil Perkebunan; dan
3. Seksi S rana/Prasarana dan Perlintan Perkebunan.

e. Bidang Per ‘uluhan Kehutanan dan Perkebunan, membawahi:
1. Seksi F nyuluhan Kehutanan Lapangan ;
2. Seksl Ponyuluhan Tanaman Perkebunan; dan
3. Scksi Kelembagaan dan Diklat.

Bagian Ketigabelas
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuvangan dan Aset
Pasal 15

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (2) huruf m terdiri dari 1 (satu) Sekretariat, 5 (Lima) Bidang yaitu:

a. Selwretariat, membawvahi :
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelanoran; dan
3. Subbagian Keuangan.

b. Bidang Pe dapatan, membawahi :
1. Seksi P :ndapatan Asli Daerah;
2. Seksi Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya; dan
3. Seksi P:mbukuan Pendapatan.

¢.  Bidang Per fataan dan Penetapan, membawahi :
1. Seksi Pi:ndataan, Pendaftaran dan Penetapan;
2. Seksi Ponagihan; dan
3. Seksi Ki:beratan dan Restitusi,

d. Bidang Anggaran dan Verifikasi, membawahi :
1. Seksi Ahggaran Belanja langsung;
2. Seksi A .ggaran Belanja Tidak Langsung; dan
3. Seksi V rifikasi.

e. Bidang Akt :ansi dan Penatausahaan Keuangan, membawabhi:
1. Seksi A utansi dan Pembukuan;
2. Seksi P rbendaharaan dan Pembiayaan; dan
3. Seksi K is Daerah.

f.  Bidang Ase , membawahi:
1. Seksi P. rencanaan dan Inventarisasi;
2. Seksi P. melibiaraan dan Penyimpanan Surat Berharga; dan
3. Seksi Pengadaan dan Penghapusan Aset.



Bagian Keempatbelas
Dinas Kebersihan, Pertamanan, Pemakaman
dan Pemadam Kebakaran

Pasal 16

Dinas Kebersihar, Pertamanan, Pemakaman dan Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayet (2) huruf n terdiri dari 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Bidang yaitu:
a. Sekretariat, membawahi :

1. Subbagiin Umum dan Kepegawaian;

2. Subbagiiin Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan

3. Subbagi in Keuangan,

b. Bidang Keb¢ rsihan, membawahi :
1. Seksi Pegelolaan Kebersihan;
2. Seksi Sa ‘ana dam Prasarana Kebersihan; dan
3. Seksi W sdal dan Penyuluhan Kebersihan.

c.  Bidang Pert:manan dan Pemakaman, membawahi :
1. Seksi Pe tamanan;
2. Seksi Pe yerangan Jalan Umum; dan
3. Seksi Pe nakaman.

d. Bidang Pem :dam Kebakaran, membawahi :
1. Seksi Of erasional dan Pengendalian;
2. Seksi Sz ana dan Prasarana Damkar; dan
3. Seksi Peiigawasan dan Pembinaan.

Bagian Kelimabelas
Dinas Pemuwla dan Olah Raga
Pasal 17 .

Dinas Pemuda d. = Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf o terdiri dari
1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Bidang yaitu:
a. Sekretariat membawahi :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan

3. Subbagian Keuangan.

b. Bidang Pen uda, membawahi :
1. Seksi Pe \gembangan Remaja dan Pemuda;
2. Seksi Produktifitas dan Kepemudaan; dan
3. Seksi L mbaga Kepemudaan.

¢. Bidang Olah Raga, membawahi :
1. Seksi Ke segaran Jasmani dan Rekreasi;
2. Seksi Prcstasi dan Pengembangan Profesional; dan
3. Seksi Pe wyandang Cacat dan Tradisional.

d. Bidang Prasirana dan Sarana, membawahi :
1. Seksi Priisarana dan Sarana;
2. Seksi Pe nanfaatan dan Pengendalian.



Bagian Keenambelas
Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 18

Untuk mendukung tugas teknis dinas, dapat c'ibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) diatur
dengan Peraturar Bupati.

Pasal 19

Struktur Dinas Daerah sebagaimana terlampir dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XV
merupakan bagian yanr tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IXI
KEDUDUKAN
Pasal 20

(1) Dinas Daer:ih merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang
Kepala Dini:s yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui
Sekretaris [ aerah.

(2) Unit Pelaks: na Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang
berkeduduk in dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Pengaturan tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis,
susunan or¢ anisasi, tugas dan fungsi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TUGAS POKOK
Pasal 21

(1) Dinas Daer: 1 mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan
asas ctonor . daerah dan tugas pembantuan.

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis
operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada wilayah kerja satu atau beberapa
Kecamatan. -

Pasal 22
Uraien tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 23

(1) Pada masing-masing Perangkat Daerah dapat ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan
keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan s¢:suai dengan peraturan perundar~- indangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah
Daerah seruai dengan keahfian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

(3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan
ditetapkan herdasarkan peraturan perundang-undangan dan dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional s nior yang ditunjuk.

(4) Jumlah tene Ja fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(5) Kelompok ‘abatan fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan dalam
pelaksanaar tugasnya berkoordinasl dengan unit kerja dalam lingkungan dinas.



BAB VI
ESELON DAN KOMPETENSI JABATAN
Pasal 24
Susunan Eselon a lingkungan dinas daerah terdiri dari:
Kepale Dina . merupakan jabatan struktural eselon IIb.
Sekretaris pada dinas merupakan jabatan struktural eselon ITla.
Kepala Bidang pada dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIb.

Kepala Seksi, Kepala Sub bagian pada Dinas dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas
(UPTD) merupakan jabatan struktural eselon 1V a.

Kepala subbagian pada unit pelaksana teknis dinas, merupakan jabatan struktural
eselon Ivb.

an o

P

Pasal 25

(1) Pengangkatan dan pemberhentian kepala dinas dilakukan oleh Bupati setelah
dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur.

(2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon III, eselon IV dan eselon V dilakukan oleh
Bupati atas usul kepala dinas melalui Sekretaris Daerah.

(3) Pengangkatan dan pemberhentian kelompok jabatan fungsional sesuai dengyan mekanisme
dan peratur in perundang-undangan.

(4) Pengangkat in Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini
dilaksanaka berdasarkan profesionalisme, sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan
jenjang pargkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif laianya tanpa
membedak: n jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan, sesuai peraturan perundang-
undangan.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 26

Dalam melaksan: kan tugas Organisasi Dinas Daerah, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang
Kepala Subbagic 7, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib
menerapkan prin: ip-prinsip koordinasi, integrasi, singkronisasi dan simplifikasi, baik di lingkungan
unit kerjanya ma: pun antar instansi terkait lainnya.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 27

Segala biaya y:ng timbul akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan kepada
Anggaran Penda; atan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 28

(1) Pejabat paca Dinas Daerah yang telah menduduki jabatan struktural sebelum Peraturan
Daerah ini diundangkan, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya
sampai der 1an dilaksanakannya Peraturan Daerah ini.

(2) Pejabat Str «tural eselon Illa yang ada pada Dinas Daerah sebelum Peraturan Daerah ini
diundangkan dan dilaksanakan, apabila dimutasikan menjadi Kepala Bidang pada
dinas/badan tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan
struktural eselon IIla walaupun organisasinya menjadi eselon IIIb dan jabatan eselon IIIb
efektif diberlakukan bagi pejabat yang baru dipromosikan memangku jabatan setelah
Peraturan Daerah ini diundangkan dan dilaksanakan.



Pasal 29

Pelaksanaan penatian Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kerinci dilakukan paling lambat
tanggal 02 Januari . .009.

Pasal 30

(1) Pemerintah D.erah dapat membentuk Badan Pelaksana Penyuluhan dan lembaga lainnya
sebagai pelak :anaan dari ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan sebagai bagian
dari perangka deerah.

(2) Pembentukan Badan Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatka 1 beralihnya kewenangan, tugas, fungsi dan tangoung jawab bidang
penyuluhan d 'ri perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini kepada
Badan Pelaks: na Penyuluhan.

BAB X
~ KETENTUAN PENUTUP
' Pasal 31

Pada saat Perature ) Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2004 tentang
Organisasi Perang @t Daerah Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci
Tahun 2004 Nomor 4 Seri D Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang 1engetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerindi.

Ditetapkan'di Sungai penut
pada tanggal 14 April 2008

BUPATI KERINCI,
dto
H. FAUZI SIIN

Diundangka 1 di Sungai Penuh
pada tanggi | 21 April 2008

SEKRETAR [S DAERAH KERINCI,

Y 2

H. ZUBIR | {UCHTAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2008 NOMOR 4
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4 TAHUN 2008

TANGGAL 14 APRIL 2008

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KERINCI
DINAS
KELOMPOK
JABATAN SEKRETARIAT
~UNGSIONAL
] |
SUBBAG
DBBAG PROGRAM, SUBBAG
EVALUASI DAN KEUANGAN
KEPEGAWAIAN PELAPORAN
| | | ]
BIDANG BIDANG
BIDANG BIDANG
PENDIDIKAN PENDIDIKAN LUAR
TK DAN SD PEMBINAAN SMP PEMBINAAN SLTA SEKOLAH
| ] [ ]
SEKSI SEKSI SEKSI | SEKSI
KESISWAAN DAN KESISWAAN DAN KESISWAAN DAN PENDIDIKAN
KURIKULUM TK/SD KURIKULUM SMP KURIKULUM SLTA MASYARAKAT
SEKSI L SEKSI SEKSI L SEKSI
PEMBINAAN TENAGA PEMBINAAN TENAGA PEMBINAAN TENAGA PENDIDIKAN
PENDIDIK TK/SD PENDIDIK SMP PENDIDIK SLTA KESETARAAN
SEKSI SEKSI SEKSI ] L Seks!
SARANA DAN PRASARANA SARANA DAN PRASARANA SARANA DAN PRASARANA
TK/SD SMP SLTA SEKSI PAUD NON FORMAL

UPTD

H.

BUPATI KERINCI,

dto
FAUZI SIIN




LAMPIRAN I :
NOMOR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
4 TAHUN 2008

TANGGAL 14 APRIL 2008

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KERINCI
DINAS
KELOMPOK \
JABATAN SEKRETARIAT
FUNGSIONAL o
[ ]
SUBBAG
T PROGRAM, SUBBAG
KEPEGAWAIAN E'\:’étx:gkm* KEUANGAN
I | ]
BIDANG
BIDANG BIDANG PENYEHATAN BIDANG
PELAYANAN PENCEGAHAN LINGKUNGAN DAN KESEHATAN l
KESEHATAN DAN PENYAKIT PENYULUHAN KELUARGA DAN "
FARMASI MENULAR (P2M) KESEHATAN GIZI
MASYARAKAT
[ _ ] 1 ]
SEKSI SEKS!
UPAYA PELAYANAN SEKSI ] ‘
KESEHATANDASAR, || []  CENGAMATAN PENYEHATAN SEKSI
RUJUKAN DAN PENYAKIT DAN LINGKUNGAN KESEHATAN
LABORATORIUM ‘MUN'SAS'V KELUARGA
’ “SEKSI
SEKSI | SEKSI
EARMAKMIN AN ALA ‘|— {3 PENCEGAHAN DAN PENYULUHAN | SEKS]
PEMBERANTASAN Gizi
KESEHATAN KESEHATAN
] PENYAKIT MENULAR Moy AERARAT
LANGSUNG (P2ML)
] SEKSI
sexsi L] Ll pencecaHANa o SEKS
PELAYA:Q:‘A';??\EHMA N PEMBERANTASAN TTPUE$SI\//}\Ag;\AiIA1’:IP3 KESEHATAN INSTITUSH|
PENYAKIT BERSUMBER oIFM,
BINATANG (P2B2) L—

UPTD

BUPATI KERINCI,

dto

H. FAUZI SIIN



LAMPIRAN It

NOMOR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINC!

4 TAHUN 2008
TANGGAL 14 APRIL 2008

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL,

TENA 3A KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KERINCI

DINAS
| KELOMPOK
| JABATAN SEKRETARIAT
| FUNGSIONAL
%
[ ]
| SUBBAG
o ORBAS PROGRAM, SUBBAG
EVALUASI DAN KEUANGAN
KEPEGAWAIAN SELAPORAN
| ] ] ]
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
KESEJAHTERAAN PELAYANAN DAN KETENAGAKERJAAN TRANSMIGRASI
DAN BANTUAN REHABILITASI DAN PENGAWASAN
SOSIAL SOSIAL TENAGA KERJA T
| .
SEKS! SEKS! SEKSI ,
PEMBERDAYA/ N |- PELAYANAN s PENDATAAN TENAGAL— |- SEKSI
KELEMBAGAAN SOSIAL PERLINDUNGAN ANAK KERJA DAN PENYIAPAN AREAL
DAN JAMSOS DAN LANSIA HUBUNGAN
INDUSTRIAL
SEKSI B SEKSI SEKS!
SEKSI
BANTLANDOSIAL, | PELAANAN PENEMPATAN |~ |—|  PzNEMPATAN
KORBAN BENCANA IREHABILITASI SOSIAL
KEKERASAN TUNA SOSIAL JAMSOS NAKER & K3
SEKSI SEKSI SEKSI
PEMBERDAYAAN |- PELAYANAN ] PENGAWASAN, [ L_| 'SEKSI
KELUARGA DA FAKIR REHABILITASI SOSIAL PENINGKATAN PEMBINRN
MISKIN FENYANDANG CACAT PRODUKTIFITAS DAN TRANSMIGRAS!
PELATIHAN NAKER
UPTD
BUPATI KERINCI,

Jdto

H. FAUZI SIIN




LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KABUFATEN KERINCI
4 TAHUN 2008
TANGGAL 14 APRIL 2008

NOMOR

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KERINCI

DINAS
Lb'WSUR ]
R SEKRETARIAT
FUNGSIONAL
| : |
SUSBAG
U;LL’,?“B”&N PROGRAM, SUBBAG
KEPEGAWAIAN e KEUANGAN
| |
BIDANG | BIDANG BIDANG
MANAJEMEN LALU SARANA DAN POS,
LINTAS DAN PRASARANA TELEKOMUNIKASI
ANGKUTAN k TRANSPORTASI DAN INFORMATIKA
_ 1 1
SEKS!
SEKSI
MANAJEMEN  — . SEKSI | A
DAN REKAYASA TERMINAL DAN PARKIR e e
LALU LINTAS
SEKS!
SEKSI SEKSI
ANGKUTAN ORANG & || ™  KENDARAAN DAN B ‘;gﬁ"ﬁg{‘@gfﬁ,‘:{j
BARANG PERBENGKELAN il
SEKSI SEKSI
PENGgﬁgilLl i | PEMBINAAN DAN L|  KELEMBAGAAN
Sy KESELAMATAN KOMUNIKASI DAN
w TRANSPORTASI INFORMASI
UPTD
BUJPATI! KERINCI,
dto

H. FAUZI SHIN




LAMPIRAN V : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 4 TAHUN 2008
TANGGAL 14 APRIil. 2008

¢ TRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN
DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN KERINCt

DINAS
KELOMPOK ]
JABATAN SEKRETARIAT
FUNGSIONAL
| |
SUBBAG
Frrg PROGRAM, SUBBAG
KEPEGAWAIAN e KEQAREAN
| L |
BIDANG
; BIDANG BIDANG
{ PENCATATAN DAN
KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL PELAPORAN
- s s 1
SEKSI : SEKSI
PENDAFTARAN |~ - SEKSI || PERKEMBANGAN
DAN PENDATAAN | PENCATATAN AKTA DAN PERENCANAAN
PENDUDUK | B PENDUDUK
SEKS) SEKS|
: s SEKSI —
PELAYANAN ADVOKAS! DAN
| KKDANKTP PELAVANANAKTA INFORMAS PENDUDUK
|
SEKSI L]
SEKSI - | PENATAAN KEARSIPAN S SEKSI
MUTAS! PENDUDUK DOKUMEN ADM. MONEV DAN WASDAL
KEPENDUDUKAN
UPTD

BUPATI KERINCI,
dte
H. FAUZI SHN




LAMPIRAN VI :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINC!

NOMOR

TANGGAL

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KERINCI

4 TAHUN 2008
14 APRIL 2008

DINAS
[T KELOMPOK |
JABATAN SEKRETARIAT
FUNGSIONAL
| |
SUBBAG
I D PROGRAM, ~ SUBBAG
KEPEGAWAIAN b peni iy KEUANGAN
i ]
PENRANGAN LA BIDANG
SARA;JA & DAYA PEMASARAN DAN SENI, BUDAYA &
TARIK WISATA PENYULUHAN KEPURBAKALAAN
_ 1 —
SEKSI SEKSI
SEKS! L ANALISA PROMOSI | - L | PEMBINAAN
USAHA JASA WISATA DAN PEMASARAN | - PAGELARAN SENI
PARIWISATA BUDAYA
l SEKSI T
SEKSI _ SEKSI
OBJEK DAN KAWASAN ] Dii";&';f;’é:,{ 1 WISATA MINAT
WISATA ‘ KHUSUS
MASYARAKAT
\ SEKSI
SEKS! | |
I SEKSI NILAI BUDAYA
PERTUNJUKAN DAN ’ !
BAHAN DAN DISTRIBUS! SEJARAH DAN
HIBURAN UMUM | A
UPTD
BUPATI KERINCI,
dto

H. FAUZ] SIIN



LAMPIRAN VIl : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 4 TAHUN 2008
TANGGAL 14 APRIL 2008

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN KERINCI
% " DINAS
| .
. I
¥ ABATAN SEKRETARIAT
INGSIONAL l
L |
SUBBAG
SUBBAG
UMUM DAN
EVALUASI DAN KEUANGAN
KEPEGAWAIAN PELAPORAN
L ] ] |
i BIDANG BIDANG BIDANG
TR ELANG SUMBER DAYA AIR BINA MARGA CIPTA KARYA
L ] { B
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
ENCANAAN TATA PERENCANAAN PERENCANAAN BINA PERENCANAAN
RUANG DAN SUMBER DAYA AIR MARGA CIPTA KARYA
PERKOTAAN
|
SEKSI SEKSI SEKSI SEKSI
. PENGENDALIAN PELAKSANAAN & PELAKSANAAN & PELAKSANAAN &
| TATA RUANG DAN PENGAWASAN PENGAWASAN BINA PENGAWASAN CIPTA
| PERKOTAAN SUMBER DAYA AIR MARGA KARYA
'i:\i":
| SEKSI SEKES SEKS! SEKS!
PERALATAN, L A GIONAL BER PAMELIHARAAN OPERASIONAL DAN
PERBEKALAN DAN e FAEAN JALAN DAN PEMELIHARAAN
ANGGAP DARURAT JEMBATAN CIPTA KARYA
1 UPTD

BUPATI KERINCI,

dto

H.FAUZI SIIN

. S <




LAMPIRAN Vil ©  PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI

NOMOR

4 TAHUN 2008

TANGGAL 14 APRIL 2008

¢ TRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KERINCI

DINAS
RELHCs SEKRETARIAT
FUNGSIONAL
I ]
SUBBAG
U?A%BMB%GAN PROGRAM, sSuUB 8/1 LG
KEPEGAWAIAN Ex&\t}l\]gg:&/&f{ KEUANCGAN
[ ] o
BIDANG
BIDANG i
BIDANG FASILITASI
}
KOPERASI U%’m\&ﬁ%gfg’ L PEMBIAYAAN DAN
PERMODALAN
I —— i1
SEKSI
SEKS! . _Sh }
- - SEKS! L1 PEMBIAYAAN DAN
KE&E’;’,‘EQ&Q{*N KELEMBAGAAN UMKM PERMODALAN |
KOPERASI }
. o
SEKS! i
SEKSI - = SEKSI | PEMBIAYAAN DAM
USAHA KOPERAS! USAHA DAN KEMITRAAN PERMODALAN NON
KOPERAS! |
[
sekst | L | SEKSI
PENDATAAN PENGEMBANGAN SDM
KOPERAS! UMKM
UPTD
BUPAT! KERINC!,

dto
H. FAUZI SIIN



=1 4

e TAHUN 20l
TANGGAL 14 APRIL 2008

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KABUPATEN KERINCI

DINAS

_
1 A
KELOMPOK
JABATAN SEKPETARIAT
FUNGSIONAL
L ]
SUBBAG
SUBBAG. SUBBAG
PROGRAM, EVALUASE DAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN PELAPORAN KEUANGAN
| i ] !
BIDANG
BIDANG i
PENGEMBANGAN BIDANG BIDANG
| NDSSE'?Fgf“On(BBmGﬁﬁSIN INDUSTRI HASIL PENGEMBANGAN DENGEL AN PASAR PENGEMBANGAN ENERGH)
e e PERTANIAN DAN PERDAGANGAN SUMBER DAYA MINERAL
KEHUTANAN
L | i l ]
SEKS! SEKSI
SEKS SEKSI ~ SEKS!
- PENGADAAN DAN o L | INVENTARISASI DAN
SARANA INDUSTRI SARANA INDUSTRI e RAN PENGATURAN PASAR IR
SEKS! SEKS!
SEKS! SEKS! SEKSI
X - PROMOSI DAN SARANA DAN - ~
e L % ST = IC,
USAHA iNnDUSTRI USAHA INCUSTRI J PEMASARAN PRASARANA PASAR PERTAMBANGAN
- | SEKSI SEKS! o~
CKS - <t D PR A AR ARG ] ok
ek | sEke: PERLINDUNGAN PEMBINAAN DAN R . .
BiMBINGAN PRGDUKSH BIMBINGAN PRODUKSI KONSUMEN NDAN PENGEMBANGAN KELISTRIKAN
METROLOG! PEDAGANG =
UPTD

BUPAT] KERINCI,

dic

H. FAUZI SiiN




LAMPIRAN X

NOMOR

4 TAMUN 27208

TANGGAL 14 APRIL 2008

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI

STILUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN DAN
TANAMAN PANGAN KABUPATEN KERINCI

DINAS
KELOMPOK
JABATAN SEKRETARIAT
FUNGSIONAL
| 1
SUBBAG
T bRk PROGRAM, SUBBAG.
KEPEGAWAIAN E}\;Q&J:ggz/:‘f‘l KEUANGAN
z ) 1 |
BIDANG Tiﬁ:ng BIDANG BIDANG
]
TANAMAN PANGAN HOLTIKULTURA AGRIBISNIS PENYULUHAN
1 ] [ ]

SEKSI SEKSI ééKsn SEKSI
BINAPRODUKS! — |— BINA PRODUKS! BIMBINGAN Usata | F  PENYULUHAN
TANAMAN PANGAN HOLTIKULTURA TANAMAN PANGAN

SEKSI SEKSI -
. SEKS! SEKS!
PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN PASCA PANEN DAN }— |-I  PENYULUHAN
KOMODIT! DAN KOMODITI DAN PENGOLAHAN HASIL HOLTIKULTURA
PERLUASAN AREAL PERLUASAN AREAL i "
S siﬁﬁﬁk SEKSI SEKSI
SARANA, PRASARANE — L] : L1 L INFORMASI DAN
PRASARANA DAN PEMASARAN HASIL
DOKUMENTAS!
DAN PERLINTAN Bt mee | DeRUBERTES]

UPTD

BUPAT! KERINCI,

din

H. FAUZ) SIN




LAMPIRAN XI :  PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI

NOMOR

4 TAHUN 2008

TANGGAL 14 APRIL 2008

STRUKTUR ORGANISASI 7
DINA¢ PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KERINCI

BIDANG
. PETERNAKA

DINAS
SEKRETARIAT
qt - |
SUBBAG
Um‘iﬂ"%%q PROGRAM, SUBBAG.
) :
KEPEGAWAIAN e oy s KEVABGAN
| | |
BIDANG )
BIDANG KESEHATAN HEWAN BIDANG
PERIKANAN DAN HAMA PENYAKIT! PENYULU.IAN
IKAN
Ty I e s "
SEKSI
SEKSI L - SEKS! - .
; PENYULUHAN
BUDIDAYA PERIKANAN KESEHATAN HEWAN ETERIRREN
L/
SEKSI SEKS! SEKSI
BINA USAHA | || PENGENDALIAN HAMA bt PENYULUHAN
PERIKANAN DAN PENYAKIT (KAN PERIKANAN
1
1
SEKSI - SEKSI L ——
SARANA DAN || PENGAWASAN OBAT A eRwASIDEN
PRASARANA HEWAN DAN DKUME\:’T s
PERIKANAN KESMAVET PHTSS
UPTD

BUPATI KERINCI,

dto
H. FAUZI SIIN




LAMPIRAN XU}

NIOMOR
TANGGAL 14 APRNL

STRUKTUR ORGANISASI
DINA S KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN KERINCI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN RERINGE
4 TAHUN 2008
2008

e e DINAS
KELOMPOK u
JABATAN | SEKRETARIAT
FUNGSIONAL |
|
‘ [ 1
SUBBAG SUBBAG
UMUM DAN PROGRAM, EVALUASI DAN Ké’ﬁim%
l KEPEGAWAIAN PELAPORAN
[ : 1 T l
BIDANG
BIDANG: . BIDANG
BINA HUTRNER PERLINDUNGANHUTANE | | ranava PERKEBUNAN PENY!LUHAN KEHUTANAN
KONSERVASIML M DAN PERKEBUNAN
KEHUTANAN
! | [ ]
SEKSI
SEXSI PENGAMANAN HUTAN, SEKSI SEKSI
REHABILI &SI DAN PENGENDALIAN BINA PRODUKS! TANAMAN PEN'/ULUHAN KEHUTANAN
PENGELOLAAN DAS KEBAKARAN HUTAN DAN PERKEBUNAN LAPANGAN
LAHAN
SEKS! SEKS!
SEKSI - | SEKSI
REMABILITASI HUTAN & B'“&iﬁ%ﬂgf#gm KOM?,;?FQ"EQ\NA%X‘R AN PENYULUHAN TANAMAN
MENAJEMEN DAS PERKEBUNAN
2 KEHUTANAN HASIL PERKEBUNAN
SEKSI
SEKSI SEKS! SEKSI
BINA HUTAN ADAT DAN | | Pg:ﬁ&"é&iﬁg ;\QN SARANA / PRASARANA DAN| _| L KELEIABAGAAN DAN
KONSERVAS! ALAM e PERLINTAN PERKEBUNAN DIKLAT
— S

UPTD

BUPATI KERING!
tto

H. FAUZL SHN




—_— — . ) - ! 2008 .

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN,
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN KERINCI

R
— — DINAS
" KELOMPOK | . i ]
JABATAN i ] SEKRETARIAT
FUNGSIONAL
[ ‘ l
SUBBAG SUBBAG
UMUM DAN PROGRAM, EVALUAS! ~ DAN Kggﬁﬁg%
KEPEGAWAIAN PELAPORAN
L — }' - BIDANG !
_ : BIDANG } BIDANG
BIDANG i ‘ AKUTANS! DAN BIDANG
. . | PENDATAAN DAN | ANGGARAN DAN
t ¥
PENDAPATAN T ieipie | o RICHAS) PENATAUSAHAAN ASET
a L KEUANGAN
i i 1 l |
1T :
TR 1 | i
SEKS! L DE\!%—;(‘?AAN . SEKS! SEKS! SEKSI
PENDAPATANASLE F— 1 pENDAFTARAN & | ANGGARAN BELANJA AKUTANSIDAN |1 [-| PERENCANAAN DAN
‘z P
DAERAH o PN | LANGSUNG ‘ PEMBUKUAN INVENTARISAS!
SEKSI A [ ' SEKS!
Lo SEKS! SEKS!
DANA PERIMBANGAN || L_| SEKS! - e L | | | PEMELIHARAAN DAN
DAN PENDAPATAN | | PENAGIHAN Aﬁ?:ﬁ&igﬁﬁf@ PERB,E;:&AB*;AV’ AA‘AANN DAN PENYIMPANAN SURAT
3 LAINNYA | % - PIARLANGIEING PEREERY B BERHARGA
SEKSI L "'— SEKS! L e . SEKSI
N . o . EXSI SEKSI ]
PEMBUKUAN - LJ, KEBERATAN DAN | D - e AnD — PENGADAAN DAN
PENDAPATAN | | mesTTUSi | VERIFIEAS KASRRERAH | FENGHAPUSAN
~
5 UPTD

H. FAUZI SHN




LAMPIRAN XIV - PERATUAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 4 TAHUN 2008
TANGGAL 14 APRIL 2008

STRUK TUR ORGANISASI DINAS KEBERSIHAN, PE TAMAMARN,
PEMAKAMAN DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN KERINC}

DINAS
KELOMPOK , e ;
JABATAN SEKRETARIAT ¢
FUNGSIONAL . ii
I R i :
SUBBAG. SUBBAG PEOGRAM | | & = “m
UMUM DAN EVALUASICAN | | fj‘"‘] ‘“’” i
KEPEGAWAIAN pELAPORIN || AN 15]‘
i 0
L B
BIDANG BIDANG
KES?,@:SAN PERTAMANAN DAN OEMADAM i
PEMAKAMAN KEBAKARAN
[ = =T e s
SEKS! Tw _— | —
PENGELOLAAN - BERTAMANAR OPERASIONAL DAN
KEBERSIHAN | PENGENDALIAN
‘BARi&NK/\S ‘DAM - SEKSI - SEKS!
]DRASARANA PENERANGAN SARANA DAN
: s
KEBERSIHAN | JALAN UMUM PRASARANA DAMKAR
SEKS!
| SEKSI
s WASDAL DAN e SEKS! b
B PENYULUHAN PEMAKAMAN PENS;%’?S:X‘NDAN
; KEBERSIHAN
L
UPTD

BUPAT) KERINCI,
dto
H. FAUZI SHIN




P S

LAMPIRAN XV PERATURAN DAEFR. . i KABUPATEN KERINCI

NOMOR 4 TAHUN 2008
TANGGAL 14 APRIL 2008

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN KERINCI
DINAS
KELGMBGK -
JABATAN SEKRETARIAT
FUNGSIONAL ]
SUBBAG fix,sa\a:\c% i
o || ooy | suesec
KEPEGAWAIAN PELAPORAN | R
‘ y ; |
/ . BIDANG
BIDANG BIDANG ‘
PRASARANA DAN
PEMUDA OLAH RAGA SARANA
. ] e )
SEKS! I ‘ SEKS! N SEKSI
PENGEMBANGAN ™1 KESEGARAN JASMANI PRASARANA DAN
REMAJA DAN PEMUI . DAN REKREASI SARANA
SEKSI '
SEHS| -] | PRESTASIDAN L SERS)
PRODUKTIFITAS DAY AN BANEAR PEMANFAATAN DAN
KEPEMUDAAN PECFESIONAL PENGENDALIAN
SEKS! ] | SEKS!
LEMBAC A PENYANDANG GACAT
KEPEMUDAAN DAN TRADISIONAL
UPTD
BUPATI KERINCI,

dto

H. FAUZI SliN

SR £



